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ABSTRAK
Prinsip checks and balances merupakan fondasi esensial konstitusionalisme modern untuk mencegah
konsentrasi  kekuasaan, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam
penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang berakar pada pemikiran Montesquieu tentang
pemisahan kekuasaan.
Penelitian ini menganalisis prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
melalui empat dimensi: landasan teoritis-konstitusional pasca amandemen UUD 1945, peran lembaga
yudisial sebagai penyeimbang, efektivitas mekanisme akuntabilitas konstitusional, dan identifikasi
kelemahan struktural untuk merumuskan agenda penguatan kelembagaan.
Metodologi penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang dilaksanakan secara
sistematis, terstruktur, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis
artikel-artikel ilmiah relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif sambil meminimalkan bias.
Hasil penelitian menunjukkan amandemen UUD 1945 telah mentransformasi arsitektur checks and
balances dari dominasi eksekutif menuju kesetaraan antarcabang yang proporsional. Mahkamah
Konstitusi berperan vital sebagai pengawas konstitusional, namun menghadapi tegangan antara
akuntabilitas dan independensi yudisial. Mekanisme pemakzulan dan perlindungan lembaga
independen seperti KPK menjadi instrumen krusial, meskipun implementasinya menghadapi ancaman
intervensi politik yang merusak efektivitas pengawasan.
Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya rekonstruksi berbasis Pancasila untuk memperkuat
fondasi filosofis sistem keseimbangan kekuasaan. Agenda penguatan kelembagaan komprehensif
diperlukan, mencakup penguatan kewenangan DPD, perlindungan lembaga independen, pengaturan
proporsional akuntabilitas yudisial, dan internalisasi nilai Pancasila untuk mengoptimalkan efektivitas
checks and balances dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan ketatanegaraan
Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: checks and balances, pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi, akuntabilitas
konstitusional, Pancasila

Pendahuluan

Prinsip checks and balances merupakan salah satu fondasi paling esensial dalam
arsitektur konstitusionalisme modern yang dirancang untuk mencegah konsentrasi
kekuasaan pada satu entitas tunggal dan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan
beroperasi dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan secara konstitusional (Singh
Kavia et al., 2025). Dalam perspektif keilmuan hukum tata negara dan ilmu politik, prinsip ini
merupakan perwujudan praktis dari pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan
yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para Founding Fathers Amerika Serikat

sebagai mekanisme kelembagaan yang memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan
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dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis (Sanusi & Hadinatha, 2023). Dalam
konteks Indonesia, prinsip checks and balances telah mendapatkan pijakan konstitusional
yang semakin kuat sejak dilakukannya amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002, yang
secara fundamental mengubah arsitektur kelembagaan negara dari sistem yang didominasi
eksekutif menuju sistem yang lebih berimbang antarcabang kekuasaan. Pentingnya kajian
tentang prinsip ini dalam konteks keilmuan terletak pada relevansinya yang langsung
terhadap kualitas demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara,
karena efektivitas mekanisme checks and balances secara langsung menentukan sejauh mana
sistem pemerintahan mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan
bagi seluruh warga negara.

Perkembangan kajian tentang prinsip checks and balances dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, terutama seiring
dengan berbagai perubahan konstitusional dan kelembagaan yang telah terjadi sejak era
reformasi (Chamicho et al., 2024). Amandemen UUD 1945 tidak hanya memperkuat posisi
DPR sebagai lembaga legislatif, tetapi juga melahirkan lembaga-lembaga baru seperti
Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah yang memperumit sekaligus
memperkaya sistem checks and balances yang ada. Sejumlah isu utama yang terus menjadi
perhatian dalam kajian terkini mencakup ketidakseimbangan kewenangan dalam sistem
bikameral antara DPR dan DPD, ancaman intervensi politik terhadap lembaga-lembaga
independen, tegangan antara akuntabilitas dan independensi lembaga yudisial, serta
pertanyaan tentang apakah nilai-nilai khas Indonesia seperti Pancasila telah benar-benar
menjiwai implementasi prinsip checks and balances dalam praktik penyelenggaraan negara
(Beni Kurniawan et al., 2024). Arah penelitian terkini menunjukkan kecenderungan untuk
tidak hanya menganalisis dimensi normatif konstitusional, tetapi juga mengkaji secara empiris
dan kritis bagaimana prinsip checks and balances diimplementasikan dalam realitas politik
dan kelembagaan yang sesungguhnya, termasuk berbagai hambatan dan ancaman yang
menggerogoti efektivitasnya.

Secara ideal, dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip checks and
balances secara konsisten, setiap cabang kekuasaan negara seharusnya mampu menjalankan

fungsi pengawasan terhadap cabang lainnya secara efektif, independen, dan berdasarkan
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standar konstitusional yang jelas. Kondisi ideal ini mensyaratkan bahwa lembaga legislatif
mampu mengawasi eksekutif secara kritis dan objektif, lembaga yudisial mampu menguji
produk hukum dan kebijakan secara independen dari tekanan politik, dan seluruh lembaga
negara beroperasi dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan konstitusi tanpa
saling intervensi yang melampaui batas. Dalam kerangka normatif UUD 1945 pasca
amandemen, seluruh prasyarat tersebut sesungguhnya telah mendapatkan landasan
konstitusional yang memadai, dengan hadirnya berbagai mekanisme pengawasan
antarcabang yang dirancang secara sistematis untuk menjamin keseimbangan kekuasaan
yang efektif.

Namun, kondisi nyata di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup serius antara
idealisme konstitusional tersebut dan praktik penyelenggaraan negara yang terjadi. Berbagai
kajian mengidentifikasi bahwa intervensi politik terhadap lembaga-lembaga independen,
termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan indikasi nyata dari lemahnya
implementasi prinsip checks and balances dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan DPD dalam sistem bikameral mencerminkan
kelemahan struktural yang membuat cabang legislatif sendiri tidak berfungsi secara optimal
sebagai mekanisme checks and balances yang efektif. Penelitian Sugiharto dan Khamim
(2017) mengidentifikasi bahwa meskipun telah terjadi pergeseran dari dominasi eksekutif,
proses konsolidasi sistem checks and balances yang benar-benar efektif masih jauh dari
selesai dan memerlukan penguatan yang berkelanjutan.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut disebabkan oleh beberapa
faktor yang saling berkaitan secara kompleks. Pertama, kelemahan struktural dalam desain
kelembagaan yang ditandai oleh ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan DPD dalam
sistem bikameral yang membuat satu cabang terlalu dominan atas yang lain. Kedua,
rendahnya resistensi lembaga-lembaga independen terhadap tekanan dan intervensi politik
yang mengancam objektivitas dan efektivitas fungsi pengawasan yang mereka emban. Ketiga,
sebagaimana diidentifikasi oleh Umam et al. (2023), belum optimalnya internalisasi nilai-nilai
Pancasila sebagai landasan filosofis dalam praktik penerapan prinsip checks and balances,
sehingga implementasinya kerap bersifat formalitas prosedural semata tanpa menyentuh

substansi keadilan dan keseimbangan yang sesungguhnya dikehendaki oleh konstitusi.
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Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji berbagai aspek prinsip checks and
balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, masih terdapat kesenjangan penelitian
yang signifikan dan perlu diisi. Kajian yang ada cenderung bersifat parsial, membahas secara
terpisah antara dimensi teoritis-konstitusional, peran lembaga vyudisial, mekanisme
akuntabilitas, atau agenda penguatan kelembagaan, tanpa mengintegrasikannya dalam satu
kerangka analisis yang holistik dan sistematis. Belum terdapat kajian yang secara simultan
menganalisis keempat dimensi tersebut dengan mempertimbangkan interaksi antarvariabel
yang menentukan efektivitas prinsip checks and balances dalam konteks ketatanegaraan
Indonesia terkini, khususnya dengan mempertimbangkan dinamika politik dan kelembagaan
yang terus berkembang pasca reformasi konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan integratif prinsip
checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui empat dimensi kajian
yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini bertujuan mengkaji landasan teoritis dan
konstitusional prinsip checks and balances dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca
amandemen UUD 1945. Kedua, mengevaluasi peran dan tantangan yang dihadapi lembaga
yudisial dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang dalam sistem checks and
balances. Ketiga, menganalisis efektivitas mekanisme akuntabilitas konstitusional dalam
mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi independensi lembaga-lembaga
pengawas. Keempat, mengidentifikasi kelemahan struktural dan merumuskan agenda
penguatan serta rekonstruksi kelembagaan yang diperlukan untuk mengoptimalkan sistem
checks and balances Indonesia secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin mendesaknya kebutuhan untuk
memahami secara komprehensif dan integratif berbagai persoalan yang menghadang
efektivitas prinsip checks and balances di Indonesia di tengah tantangan konsolidasi
demokrasi yang terus berkembang. Tanpa pemahaman yang holistik tentang keempat
dimensi kajian yang saling berkaitan, upaya penguatan sistem checks and balances akan tetap
bersifat fragmental dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Penelitian
ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah yang strategis dan relevan bagi pembangunan

sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih seimbang, akuntabel, dan benar-benar mampu
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mencegah konsentrasi kekuasaan yang mengancam demokrasi konstitusional secara

berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review
(SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan
transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis artikel-artikel ilmiah
yang relevan dengan topik tertentu. SLR bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai perkembangan konsep dan temuan penelitian dalam suatu bidang
kajian, sekaligus meminimalkan bias melalui prosedur seleksi yang ketat dan terdokumentasi.
Dalam konteks penelitian berjudul Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, metode ini digunakan untuk menelaah perkembangan konseptual dan
implementatif prinsip checks and balances dalam praktik ketatanegaraan, khususnya pasca
perubahan UUD 1945 yang mempertegas distribusi dan pembatasan kekuasaan antar
lembaga negara.

Tahapan pelaksanaan SLR diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian yang
terarah, seperti bagaimana konstruksi normatif prinsip checks and balances dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam hubungan antar lembaga
negara. Selanjutnya disusun strategi pencarian literatur melalui berbagai basis data ilmiah
nasional dan internasional dengan menggunakan kata kunci seperti “checks and balances”,
“pemisahan kekuasaan”, dan “sistem ketatanegaraan Indonesia”. Peneliti kemudian
menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang mencakup relevansi topik, jenis artikel ilmiah,
periode publikasi, serta kualitas metodologis. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan
judul dan abstrak, dilanjutkan dengan penelaahan teks lengkap. Artikel yang memenuhi
kriteria selanjutnya diekstraksi datanya untuk mengidentifikasi kerangka teoretis,
pendekatan analisis, serta temuan utama, yang kemudian dianalisis dan disintesis secara
kualitatif.

Keunggulan metode SLR terletak pada kemampuannya menghasilkan sintesis
pengetahuan yang sistematis dan berbasis bukti sehingga meningkatkan validitas akademik

penelitian. Namun demikian, keterbatasan metode ini mencakup ketergantungan pada
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kualitas dan ketersediaan artikel yang dipublikasikan serta potensi bias publikasi. Secara
metodologis, SLR sangat sesuai dengan tema penelitian ini karena memungkinkan
penelusuran mendalam terhadap dinamika penerapan prinsip checks and balances dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia secara komprehensif.

Berdasarkan kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA), proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu
identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Pada tahap identifikasi, penelusuran literatur
melalui berbagai basis data menghasilkan 768 artikel yang relevan dengan kata kunci
penelitian. Selain itu, ditemukan 32 artikel tambahan melalui penelusuran referensi silang
dari artikel yang telah teridentifikasi, sehingga total artikel awal berjumlah 800.

Selanjutnya dilakukan penghapusan duplikasi dan diperoleh 154 artikel yang
teridentifikasi sebagai artikel ganda. Setelah duplikasi dikeluarkan, tersisa 646 artikel yang
memasuki tahap penyaringan. Pada tahap ini dilakukan telaah terhadap judul dan abstrak
untuk menilai relevansi substansi. Sebanyak 421 artikel dikeluarkan karena tidak secara
spesifik membahas prinsip checks and balances dalam konteks sistem ketatanegaraan
Indonesia, melainkan berfokus pada teori politik umum, studi komparatif lintas negara tanpa
analisis Indonesia, atau isu hukum yang tidak terkait dengan relasi antar lembaga negara.
Dengan demikian, tersisa 225 artikel untuk ditelaah lebih lanjut.

Tahap kelayakan dilakukan melalui pembacaan teks lengkap terhadap 225 artikel
tersebut. Pada tahap ini, sebanyak 180 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria
metodologis, seperti kurangnya kedalaman analisis normatif, tidak adanya pembahasan
empiris mengenai praktik checks and balances, atau keterbatasan akses terhadap teks
lengkap. Dengan demikian, tersisa 45 artikel yang dinilai memenubhi kriteria kelayakan awal.

Pada tahap inklusi, dilakukan evaluasi akhir terhadap 45 artikel tersebut dengan
mempertimbangkan konsistensi tema, kontribusi teoritis dan praktis, serta relevansinya
terhadap tujuan penelitian. Hasil seleksi menunjukkan bahwa 10 artikel memenuhi seluruh
kriteria inklusi dan memiliki kedalaman analisis yang memadai. Kesepuluh artikel tersebut
kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menyusun sintesis mengenai implementasi

dan dinamika prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
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Hasil Penelitian

No | Judul Artikel Temuan Utama

1 | Peran mahkamah konstitusi | Makalah ini membahas peran Mahkamah Konstitusi
dalam penguatan prinsip | dalam menjaga kontrol dan keseimbangan di antara
checks and balances dalam | cabang-cabang pemerintahan Indonesia, memastikan
sistem ketatanegaraan | hak-hak konstitusional dan proses demokrasi, tetapi tidak
indonesia secara khusus membahas prinsip-prinsip check and
(Kurniawati &  Rohmah, | balance dalam konteks kewarganegaraan.

2024)

2 | Pemakzulan dan | Makalah ini membahas implementasi Checks and
pelaksanaan mekanisme | Balances dalam sistem konstitusional Indonesia pasca-
checks and balances dalam | reformasi, menekankan proses pemakzulan sebagai
sistem ketatanegaraan | mekanisme yang memastikan akuntabilitas dan legitimasi
indonesia dalam pemerintahan, sehingga menyeimbangkan
(Wiyanto, 2016) kekuasaan antara Presiden dan lembaga negara lainnya.

3 | limplementasi Konsep Check | Makalah ini membahas implementasi check and balance
And Balance Peter L. Strauss | dalam tata kelola Indonesia, menekankan perlunya
Dalam Sistem Kelembagaan | hubungan antar lembaga yang dinamis untuk mencegah
Indonesia dominasi kekuasaan, memastikan akuntabilitas, dan
(Habibah et al., 2025) melindungi hak-hak warga negara, terutama mengingat

intervensi politik yang mempengaruhi lembaga-lembaga
independen seperti KPK.

4 | Prinsip checks and balances | Sistem Indonesia pasca-amandemen UUD 1945

dalam sistem
ketatanegaraan indonesia

(Sunarto, 2016)

menerapkan check and balance dengan memastikan
kekuasaan legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), dan
yudisial (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
setara dan saling mengendalikan, mencegah konsentrasi

kekuasaan dan penyalahgunaan.
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No | Judul Artikel Temuan Utama

5 | Pemberlakuan asas | Makalah ini membahas pemeriksaan dan keseimbangan
pembagian kekuasaan dalam | di Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, menekankan
prinsip check and balances | perlunya struktur kekuasaan yang seimbang untuk
menurut teori hukum tata | mencegah dominasi presiden, kontras dengan sistem AS
negara di indonesia dan | di mana Kongres memilih presiden, memastikan otoritas
amerika serikat terpisah di antara cabang-cabang.

(Pamungkas & Suputra,
2023)

6 | Rekonstruksi Prinsip Checks | Makalah ini membahas prinsip-prinsip check and balance
And Balances Antar Lembaga | di antara lembaga-lembaga negara di Indonesia,
Negara Berdasarkan | menekankan pentingnya mereka dalam membatasi
Pancasila kekuasaan. la mengadvokasi rekonstruksi prinsip-prinsip
(Umam et al., 2023) ini berdasarkan Pancasila untuk menjamin keadilan dan

kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi.

7 | Penguatan fungsi dan | Makalah ini membahas prinsip check and balance
kewenangan dewan | terutama dalam kerangka legislatif, menekankan
perwakilan daerah republik | perlunya Dewan Perwakilan Daerah untuk
indonesia dalam perspektif | menyeimbangkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat,
lembaga perwakilan dan | daripada membahas kewarganegaraan secara khusus.
prinsip checks and balances

8 | Analisis Kekuasaan Dewan | Makalah ini membahas bahwa prinsip-prinsip
Perwakilan Rakyat terhadap | pengecekan dan  keseimbangan dalam sistem
Pemberhentian Hakim | konstitusional Indonesia mencegah penyalahgunaan
Mahkamah Konstitusi dalam | kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan,
Ketatanegaraan Indonesia memastikan independensi Mahkamah Konstitusi, yang
(Aris & Efik, 2024) sangat penting untuk menegakkan demokrasi dan

melindungi hak-hak warga negara.

9 | Checks And Balances State | Makalah ini membahas pengecekan dan keseimbangan

Bodies Based On 1945

dalam pemerintahan negara Indonesia, menekankan
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No | Judul Artikel Temuan Utama
Indonesian State | pergeseran dari dominasi eksekutif ke sistem legislatif
Constitution yang berat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
(Sugiharto & Khamim, 2017) | di antara badan-badan negara, termasuk Majelis

Konsultatif Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Mahkamah Konstitusi.

10 | Konsep Lembaga Negara | Makalah ini membahas sistem pemeriksaan dan
Indonesia dalam Perspektif | keseimbangan yang penting untuk kemerdekaan dan
Teori Trias Politica | kesetaraan tiga lembaga negara Indonesia: Legislatif,
Berdasarkan Prinsip Checks | Eksekutif, dan Kehakiman, memastikan mereka saling
and Balances System mengawasi dan mengendalikan satu sama lain untuk
(Suparman, 2023) mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Rohmah (2024) mengkaji peran
Mahkamah Konstitusi dalam penguatan prinsip checks and balances dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi
memainkan peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan dan pengawasan di
antara cabang-cabang pemerintahan Indonesia, khususnya melalui fungsi tinjauan yudisial
yang memastikan setiap produk hukum selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Lembaga ini
juga berperan penting dalam memastikan terlindunginya hak-hak konstitusional warga
negara dan terjaganya integritas proses demokrasi dari berbagai potensi penyimpangan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan aktor kelembagaan
yang tidak tergantikan dalam sistem checks and balances Indonesia, namun efektivitas
perannya memerlukan dukungan kerangka hukum yang lebih kuat dan konsisten agar
keseimbangan antarcabang pemerintahan dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiyanto (2016) mengkaji implementasi mekanisme
checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi dengan

menitikberatkan pada proses pemakzulan sebagai instrumen konstitusional. Temuan
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penelitian mengungkapkan bahwa implementasi checks and balances dalam sistem
konstitusional Indonesia pascareformasi telah mengalami perkembangan yang signifikan,
dengan proses pemakzulan sebagai salah satu mekanisme paling konkret yang memastikan
akuntabilitas dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Mekanisme pemakzulan ini
secara konstitusional dirancang untuk menyeimbangkan kekuasaan antara Presiden dan
lembaga-lembaga negara lainnya, sehingga tidak ada satu pun cabang kekuasaan yang dapat
beroperasi tanpa pertanggungjawaban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses
pemakzulan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances merupakan instrumen vital
yang menjamin akuntabilitas eksekutif dan mempertahankan keseimbangan konstitusional
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Habibah et al. (2025) mengkaji implementasi konsep
check and balance Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia dengan perspektif
teoritis yang mendalam. Temuan penelitian menekankan bahwa implementasi check and
balance dalam tata kelola Indonesia memerlukan pembangunan hubungan antarlembaga
yang bersifat dinamis dan responsif untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan pada
satu cabang tertentu. Penelitian ini secara khusus mengidentifikasi bahwa intervensi politik
terhadap lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan
ancaman nyata yang merusak efektivitas mekanisme check and balance dan menghambat
upaya perlindungan hak-hak warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan
konsep check and balance yang dinamis dan adaptif, sebagaimana dikembangkan oleh Peter
L. Strauss, merupakan pendekatan yang sangat relevan bagi penguatan sistem kelembagaan
Indonesia dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan kontemporer.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) mengkaji prinsip checks and balances
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 secara komprehensif.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah
berhasil menerapkan prinsip check and balance dengan memastikan kekuasaan legislatif yang
dipegang DPR, kekuasaan eksekutif yang dipegang Presiden, serta kekuasaan yudisial yang
dipegang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dalam posisi yang setara dan
saling mengendalikan. Konstruksi konstitusional tersebut dirancang secara sistematis untuk

mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang dan menghindari potensi
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penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa amandemen UUD 1945
telah membawa perubahan fundamental dalam desain sistem checks and balances Indonesia
yang mendorong kesetaraan antarcabang kekuasaan, meskipun implementasinya dalam
praktik masih memerlukan penguatan dan konsistensi yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan Suputra (2023) mengkaji
pemberlakuan asas pembagian kekuasaan dalam prinsip checks and balances dengan
membandingkan sistem Indonesia dan Amerika Serikat. Temuan penelitian mengungkapkan
bahwa Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah menekankan pentingnya struktur
kekuasaan yang seimbang untuk mencegah dominasi presiden yang berlebihan dalam sistem
pemerintahan. Kajian komparatif dengan sistem Amerika Serikat mengungkapkan perbedaan
mendasar dalam mekanisme saling mengawasi, di mana sistem AS mengadopsi pemilihan
presiden melalui lembaga perwakilan yang memastikan otoritas terpisah secara lebih tegas
antarcabang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbandingan sistem checks and balances
Indonesia dengan Amerika Serikat memberikan perspektif komparatif yang sangat berharga
dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desain konstitusional Indonesia, serta
menawarkan pelajaran penting bagi upaya penyempurnaan mekanisme keseimbangan
kekuasaan yang lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Umam et al. (2023) mengkaji rekonstruksi prinsip
checks and balances antarlembaga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan
filosofis bangsa Indonesia. Temuan penelitian menekankan bahwa prinsip-prinsip check and
balance di antara lembaga-lembaga negara merupakan instrumen yang sangat penting dalam
membatasi kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam sistem
ketatanegaraan. Penelitian ini mengadvokasi perlunya rekonstruksi prinsip-prinsip tersebut
yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai fundamen filosofis bangsa, guna memastikan
bahwa implementasinya selaras dengan cita-cita keadilan dan nilai-nilai demokrasi yang khas
Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi prinsip checks and balances
berbasis Pancasila bukan hanya merupakan keniscayaan ideologis, melainkan juga
merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem keseimbangan kekuasaan yang

autentik, kontekstual, dan berkeadilan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
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Penelitian yang dilakukan oleh Fatah (2022) mengkaji penguatan fungsi dan
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif lembaga
perwakilan dan prinsip checks and balances. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa
penguatan DPD merupakan kebutuhan konstitusional yang mendesak dalam rangka
menciptakan keseimbangan fungsi yang lebih proporsional dalam sistem perwakilan
bikameral Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan dominasi DPR yang selama ini lebih
kuat dalam proses legislasi. Ketidakseimbangan fungsi antara DPR dan DPD dalam sistem
bikameral Indonesia dinilai sebagai kelemahan struktural yang melemahkan efektivitas
mekanisme checks and balances dalam cabang legislatif itu sendiri. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penguatan kewenangan DPD secara konstitusional merupakan langkah
strategis yang tidak dapat ditunda dalam membangun sistem checks and balances yang lebih
seimbang dan efektif di dalam tubuh lembaga legislatif Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris dan Efik (2024) menganalisis kekuasaan Dewan
Perwakilan Rakyat terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dalam perspektif
ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip checks and
balances dalam sistem konstitusional Indonesia dirancang untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan, termasuk dalam hal pengawasan
terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial tertinggi. Namun penelitian ini juga
mengidentifikasi bahwa kewenangan DPR dalam proses pemberhentian hakim Mahkamah
Konstitusi berpotensi menimbulkan ketegangan antara fungsi pengawasan dan kebutuhan
independensi yudisial yang menjadi prasyarat efektivitas Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pengaturan yang tepat dan proporsional atas kewenangan DPR dalam
pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan konstitusional yang kritis,
karena menyangkut keseimbangan antara akuntabilitas kelembagaan dan independensi
yudisial yang keduanya sama-sama vital bagi sistem demokrasi konstitusional.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiharto dan Khamim (2017) mengkaji checks and
balances antarlembaga negara berdasarkan UUD 1945 dalam perspektif historis dan
komparatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia
telah mengalami pergeseran yang sangat fundamental dari dominasi eksekutif yang sangat

kuat pada era sebelum reformasi menuju sistem yang lebih berimbang dengan penguatan
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cabang legislatif yang signifikan. Pergeseran tersebut telah mendorong peningkatan
transparansi dan akuntabilitas di antara berbagai lembaga negara, termasuk Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi, yang kini
memiliki kedudukan yang lebih sejajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran dari
dominasi eksekutif menuju sistem yang lebih berimbang merupakan pencapaian reformasi
konstitusional yang sangat penting, meskipun proses konsolidasi sistem checks and balances
yang efektif masih memerlukan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan dan konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparman (2023) mengkaji konsep lembaga negara
Indonesia dalam perspektif teori Trias Politica berdasarkan prinsip checks and balances
system secara komprehensif. Temuan penelitian menegaskan bahwa sistem pemeriksaan dan
keseimbangan merupakan instrumen yang sangat penting bagi terjaminnya kemerdekaan
dan kesetaraan ketiga lembaga negara Indonesia, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif,
dalam menjalankan fungsi masing-masing secara independen. Sistem checks and balances
yang efektif memastikan bahwa ketiga lembaga tersebut saling mengawasi dan
mengendalikan satu sama lain secara proporsional untuk mencegah terjadinya praktik kolusi,
korupsi, dan nepotisme yang merusak tatanan hukum dan demokrasi. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penerapan prinsip checks and balances dalam kerangka teori Trias
Politica yang kontekstual dengan nilai-nilai Indonesia merupakan fondasi yang tidak
tergantikan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan
demokratis.

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap sepuluh artikel yang telah diidentifikasi,
dapat dilakukan kategorisasi ke dalam empat tema utama yang mencerminkan fokus analisis
dan orientasi temuan dari masing-masing penelitian secara sistematis. Kategorisasi ini
didasarkan pada kesamaan perspektif kajian, objek yang dianalisis, serta relevansi temuan
terhadap tema prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kategori pertama adalah Landasan Teoritis dan Konstitusional Prinsip Checks and
Balances di Indonesia, yang menghimpun artikel-artikel yang secara khusus mengkaji dimensi
teoritis, filosofis, dan konstitusional penerapan prinsip checks and balances dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Sunarto

(2016), Pamungkas dan Suputra (2023), Umam et al. (2023), serta Suparman (2023), yang
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kesemuanya memusatkan perhatian pada analisis konseptual dan konstitusional tentang
bagaimana prinsip checks and balances dirumuskan, dilandasi secara filosofis, dan
diimplementasikan dalam kerangka konstitusional Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

Kategori kedua adalah Peran Lembaga Yudisial dalam Sistem Checks and Balances,
yang menghimpun penelitian yang memfokuskan kajiannya pada kontribusi lembaga-
lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan dan memperkuat
mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kategori ini
mencakup penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Rohmah (2024), Aris dan Efik (2024),
serta Sugiharto dan Khamim (2017), yang secara bersama-sama menganalisis bagaimana
lembaga yudisial berfungsi sebagai penyeimbang dan pengawas terhadap cabang-cabang
kekuasaan lainnya dalam sistem konstitusional Indonesia.

Kategori ketiga adalah Mekanisme Akuntabilitas dan Pencegahan Penyalahgunaan
Kekuasaan, yang mengelompokkan artikel-artikel yang mengkaji secara spesifik mekanisme-
mekanisme konstitusional yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kategori ini mencakup
penelitian yang dilakukan oleh Wiyanto (2016) dan Habibah et al. (2025), yang secara
bersama-sama menganalisis instrumen-instrumen checks and balances seperti pemakzulan
dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga independen sebagai mekanisme konkret
penjagaan akuntabilitas pemerintahan.

Kategori keempat adalah Penguatan dan Rekonstruksi Kelembagaan dalam Perspektif
Checks and Balances, yang secara spesifik membahas gagasan-gagasan penguatan dan
rekonstruksi kelembagaan untuk menciptakan sistem checks and balances yang lebih efektif
dan berkeadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kategori ini mencakup penelitian
yang dilakukan oleh Umam et al. (2023), Fatah (2022), serta Habibah et al. (2025), yang
menganalisis berbagai dimensi reformasi kelembagaan, mulai dari rekonstruksi berbasis
Pancasila, penguatan DPD, hingga penerapan konsep check and balance yang dinamis dan
adaptif.

Penelitian pada kategori Landasan Teoritis dan Konstitusional Prinsip Checks and
Balances di Indonesia, yang dilakukan oleh Sunarto (2016), Pamungkas dan Suputra (2023),

Umam et al. (2023), serta Suparman (2023), bertujuan untuk menganalisis secara mendalam
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dimensi teoritis, filosofis, dan konstitusional penerapan prinsip checks and balances dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk landasan ideologis dan perbandingannya dengan
sistem hukum internasional. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten
menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa transformasi fundamental
dalam arsitektur checks and balances Indonesia, menggeser sistem dari dominasi eksekutif
menuju kesetaraan antarcabang yang lebih proporsional. Sunarto (2016) menegaskan bahwa
konstruksi konstitusional pasca amandemen telah berhasil memposisikan ketiga cabang
kekuasaan dalam kedudukan yang setara dan saling mengendalikan. Pamungkas dan Suputra
(2023) memberikan perspektif komparatif yang memperkaya pemahaman tentang keunikan
sistem Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Umam et al. (2023) menawarkan
dimensi filosofis dengan mengadvokasi rekonstruksi prinsip checks and balances yang berakar
pada nilai-nilai Pancasila. Suparman (2023) melengkapi kajian dengan analisis tentang
pentingnya prinsip ini dalam mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merusak tata
kelola. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa fondasi teoritis dan konstitusional
prinsip checks and balances yang kuat, yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan diperkuat oleh
amandemen konstitusional, merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan bagi
terwujudnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan tahan
terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian pada kategori Peran Lembaga Yudisial dalam Sistem Checks and Balances,
yang dilakukan oleh Kurniawati dan Rohmah (2024), Aris dan Efik (2024), serta Sugiharto dan
Khamim (2017), bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan tantangan yang dihadapi
lembaga-lembaga vyudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan dan
memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten mengidentifikasi bahwa
lembaga yudisial merupakan pilar yang sangat vital dalam sistem checks and balances
Indonesia, karena kedudukannya sebagai pengawas konstitusional terhadap produk hukum
dan tindakan lembaga-lembaga negara lainnya. Kurniawati dan Rohmah (2024) menekankan
peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antarcabang melalui
fungsi tinjauan yudisial yang komprehensif. Sugiharto dan Khamim (2017) memberikan

perspektif historis yang menunjukkan pergeseran signifikan dari dominasi eksekutif menuju
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sistem yang lebih berimbang dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi. Aris dan Efik (2024)
menambahkan dimensi kritis tentang tegangan konstitusional yang muncul antara
kewenangan DPR dalam pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan
independensi yudisial. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan
independensi dan kapasitas lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi, sambil
memastikan mekanisme akuntabilitas yang proporsional dan tidak mengancam
independensinya, merupakan agenda strategis yang mendesak bagi pemantapan sistem
checks and balances Indonesia.

Penelitian pada kategori Mekanisme Akuntabilitas dan Pencegahan Penyalahgunaan
Kekuasaan, yang dilakukan oleh Wiyanto (2016) dan Habibah et al. (2025), bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme-mekanisme konstitusional konkret yang
dirancang untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah
penyalahgunaan kekuasaan sebagai inti dari prinsip checks and balances dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Temuan utama dari kelompok penelitian ini mengungkapkan
bahwa implementasi mekanisme checks and balances dalam konteks akuntabilitas
memerlukan instrumen-instrumen konstitusional yang konkret, terukur, dan dapat
diterapkan secara efektif dalam dinamika politik yang nyata. Wiyanto (2016) secara khusus
mengidentifikasi proses pemakzulan sebagai mekanisme checks and balances yang paling
fundamental dalam memastikan akuntabilitas eksekutif terhadap lembaga perwakilan rakyat
dan konstitusi. Habibah et al. (2025) memperluas kajian ini dengan mengungkapkan ancaman
intervensi politik terhadap lembaga-lembaga independen seperti KPK sebagai bentuk
pelanggaran nyata terhadap prinsip check and balance yang merusak akuntabilitas tata kelola
pemerintahan. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan dan konsistensi
penerapan mekanisme akuntabilitas konstitusional, termasuk pemakzulan dan perlindungan
independensi lembaga-lembaga pengawas, merupakan langkah yang sangat krusial bagi
terwujudnya sistem checks and balances yang efektif dan bermakna dalam mencegah
penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

Penelitian pada kategori Penguatan dan Rekonstruksi Kelembagaan dalam Perspektif
Checks and Balances, yang dilakukan oleh Umam et al. (2023), Fatah (2022), serta Habibah et

al. (2025), bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan struktural dalam sistem
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checks and balances Indonesia dan merumuskan agenda penguatan serta rekonstruksi
kelembagaan yang diperlukan untuk menciptakan sistem keseimbangan kekuasaan yang lebih
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara
kolektif mengungkapkan bahwa sistem checks and balances Indonesia masih menghadapi
sejumlah kelemahan struktural yang memerlukan perhatian serius, mencakup
ketidakseimbangan fungsi dalam sistem bikameral, kerentanan lembaga-lembaga
independen terhadap intervensi politik, dan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai filosofis
Pancasila dalam praktik penerapan prinsip keseimbangan kekuasaan. Umam et al. (2023)
mengadvokasi rekonstruksi prinsip checks and balances yang berakar pada Pancasila sebagai
langkah fundamental untuk menciptakan sistem yang autentik dan kontekstual dengan
karakter bangsa. Fatah (2022) menekankan urgensi penguatan kewenangan DPD sebagai
langkah strategis dalam membangun keseimbangan yang lebih proporsional dalam sistem
bikameral Indonesia. Habibah et al. (2025) menawarkan kerangka teoritis dinamis berbasis
konsep Strauss sebagai acuan dalam membangun hubungan antarlembaga yang lebih adaptif.
Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa agenda penguatan dan rekonstruksi
kelembagaan yang komprehensif, berbasis nilai Pancasila, dan didukung oleh reformasi
konstitusional yang terencana merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk

mengoptimalkan efektivitas sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia.

Kesimpulan

1. Amandemen UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang lebih kuat bagi
penerapan prinsip checks and balances di Indonesia, namun rekonstruksi berbasis nilai-
nilai Pancasila dan perspektif komparatif internasional tetap diperlukan untuk
memperkuat fondasi teoritis dan filosofis sistem keseimbangan kekuasaan yang autentik
dan kontekstual.

2. Lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi, merupakan pilar vital sistem checks
and balances Indonesia, namun tegangan antara kebutuhan akuntabilitas kelembagaan
dan independensi yudisial memerlukan pengaturan konstitusional yang tepat dan

proporsional agar kedua kepentingan tersebut dapat terpenuhi secara bersamaan.
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3. Mekanisme akuntabilitas konstitusional seperti pemakzulan dan perlindungan
independensi lembaga-lembaga pengawas merupakan instrumen vital dalam sistem
checks and balances, namun konsistensi penerapannya masih menghadapi ancaman serius
berupa intervensi politik yang merusak efektivitas pengawasan antarcabang kekuasaan.

4. Sistem checks and balances Indonesia masih menghadapi kelemahan struktural yang
memerlukan agenda penguatan dan rekonstruksi kelembagaan yang komprehensif,
mencakup penguatan kewenangan DPD, perlindungan lembaga independen, dan

internalisasi nilai Pancasila dalam praktik penerapan prinsip keseimbangan kekuasaan.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini mencakup beberapa dimensi strategis yang mendesak bagi
penguatan sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Pertama, kuatnya
landasan konstitusional namun masih lemahnya implementasi mengimplikasikan perlunya
program penguatan kesadaran konstitusional yang sistematis di kalangan penyelenggara
negara, akademisi hukum, dan masyarakat sipil, agar prinsip checks and balances tidak
sekadar menjadi norma tekstual, melainkan benar-benar dihayati dan dipraktikkan dalam
setiap proses penyelenggaraan negara. Kedua, tegangan antara akuntabilitas dan
independensi yudisial mengimplikasikan urgensi perumusan regulasi yang lebih presisi dan
proporsional dalam mengatur hubungan antara lembaga legislatif dan yudisial, sehingga
mekanisme pengawasan tidak mengancam independensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi
prasyarat efektivitasnya. Ketiga, ancaman terhadap mekanisme akuntabilitas
mengimplikasikan perlunya penguatan regulasi perlindungan lembaga-lembaga independen
dari intervensi politik, disertai mekanisme sanksi yang tegas bagi setiap upaya pelemahan
yang mengancam integritas sistem checks and balances. Keempat, kebutuhan rekonstruksi
kelembagaan mengimplikasikan perlunya agenda reformasi konstitusional yang terencana
dan komprehensif, termasuk peninjauan ulang kewenangan DPD dalam sistem bikameral dan
internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh mekanisme checks and balances, sebagai
langkah konkret menuju sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih seimbang, akuntabel,

dan berkeadilan.
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